
VISI

MISI

TUJUAN DAERAH

SASARAN 

DAERAH

Tujuan PD

Indikator Kinerja 

Definisi 

Operasional

Formulasi

Satuan

Target

Sasaran

Indikator Kinerja 

Definisi 

Operasional

Formulasi

Satuan

Target

Program

sasaran Program

Meningkatnya 

Pelaksanaan  

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal

Mewujudkan Keyakinan 

Terhadap Proses 

Pengawasan

Mewujudkan komitmen 

pembangunan Zona 

Integritas

Meningkatnya respon terhadap 

aduan masyarakat

Meningkatnya 

Identifikasi Resiko dan 

Pengendaliannya 

pada Perangkat 

Daerah

Indikator

Persentase pemantauan 

tindak lanjut hasil 

pemeriksaan APIP

Presentase Kebijakan 

Teknis Pengawasan yang 

Ditetapkan

Persentase Perangkat 

Daerah yang diusulkan 

masuk zona integritas 

Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani 

(WBBM)/Wilayah 

Bebas dari Korupsi 

(WBK)

Persentase tindak lanjut aduan 

Whistle Blowing, Benturan 

Kepentingan, dan Unit Pengendalian 

Gratifikasi

Prosentase perangkat 

Daerah yang 

dievaluasi 

Pengelolaan Risikonya

Definisi 

Operasional

Mengukur pemenuhan 

tindak llanjut rekomendasi 

hasil pengawasan

Mengukur Jumlah 

Kebijakan Teknis yang 

disusun

 Mengukur sebearapa 

besarPerangkat Daerah 

yang diusulkan masuk 

zona integritas 

Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani 

(WBBM)/Wilayah 

Bebas dari Korupsi 

(WBK)

Mengukur seberapa besar tindak 

lanjut aduan Whistle Blowing, 

Benturan Kepentingan, dan Unit 

Pengendalian Gratifikasi

Mengukur seberapa 

banyak perangkat 

Daerah yang 

dievaluasi 

Pengelolaan Risikonya

Formulasi

Jumlah Rekomendasi 

Laporan Hasil 

Pengawasan APIP yang 

ditindaklanjuti di bagi 

Jumlah Rekomendasi 

dikali 100%

Jumlah Kebijakan teknis 

yang ditetapkan dibagi 

jumlah kebijakan teknis 

yang disusun dikali 100%

Jumlah PD yang 

diusulkan dibagi 

Jumlah PD yang 

didampingi dikali 

100%

Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti 

dibagi jumlah aduan yang masuk 

dikali 100%

Jumlah perangkat 

Daerah yang 

dievaluasi 

Pengelolaan Risikonya 

dibagi Jumlah 

perangkat Daerah 

dikali 100%

Satuan  Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%) Persen (%)

Target

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

Kegiatan

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 

pengawasan da Fasilitasi 

Pengawasan

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

sasaran Kegiatan

Terlaksananya 

Pemantauan tindak lanjut 

hasil temuan APIP

Terlaksananya Perumusan 

Kebijakan Teknis di Bidang 

pengawasan 

Terlaksananya  

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Persentase rekomendasi 

hasil pengawasan oleh 

APIP, APIP Lainnya, dan 

BPK yang sudah selesai 

ditindaklanjuti

Jumlah Laporan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

yang Ditangani

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Jumlah  Kebijakan Teknis 

Bidang Pengawasan yang 

disusun

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Definisi 

Operasional

Mengukur jumlah Berita 

Acara Pemutakhiran 

Tindak Lanjut  

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Mengukur jumlah 

laporan hasil 

penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

yang Ditangani 

pada Tahun N

Mengukur Laporan 

Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu pada 

Tahun N

Rekomendasi Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasanadalah hasil 

Sinkrosinsasi Program 

Pengawasan dengan 

Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah

Mengukur Jumlah 

Pegawai yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan selama 

satu tahun

Formulasi

Total Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Tindak Lanjut 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

yang Ditangani 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu dalam 

satu tahun

Total Rekomendasi hasil 

Sinkrosinsasi Program 

Pengawasan dengan 

Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah

Total Pegawai 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan selama 

satu tahun

Satuan Dokumen Laporan Laporan Rekomendasi Orang

Target

1. 2026 : 84 

2. 2027 :  84

3. 2028 :  84

4. 2029 :  84

5. 2030 :  84

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  13

2. 2027 :  14

3. 2028 :  15

4. 2029 :  16

5. 2030 :  17

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  58  

2. 2027 :  58  

3. 2028 :  58  

4. 2029 :  58  

5. 2030 :  58   

Sub Kegiatan

Pengawasan 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah

Reviu Laporan 

Kinerja

 Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Reviu Laporan 

Keuangan

 Pengawasan 

Desa

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan

Pendampingan, asistensi , 

verifikasi dan penilaian 

reformasi birokrasi 

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan 

Integritas

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan SKPD

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya 

Kendaraan  

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Pengadaan Mebel

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Pemeliharaan 

Mebel

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan lainnya

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Sasaran Sub 

kegiatan

Terlaksananya 

Pengawasan 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah

Terlaksananya 

Reviu Laporan 

Kinerja

Terlaksananya 

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Terlaksananya 

Reviu Laporan 

Keuangan

 Terlaksananya 

Pengawasan 

Desa

Terlaksananya 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Terlaksananya 

Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah

Terlaksananya  

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Terlaksananya Perumusan 

Kebijakan Teknis di Bidang 

pengawasan

Terlaksananya 

pendampingan ZI, 

LP2P, LHKASN, 

LHKPN

Terlaksananya kegiatan Saber 

Pungli, UPG dan SPI,MCP dan 

Penangana Aduan

Terlaksananya 

kegiatan  SPIP

Tersedianya Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Tersusunnya 

Dokumen 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

Terlaksananya 

Penatausahaan 

dan Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan SKPD

Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Tersedianya Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Tersedianya 

Bahan Logistik 

Kantor

Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Tersedianya 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Terselenggarakann

ya Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Pengadaan 

Kendaraan  

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terlaksananya 

Pengadaan Mebel

Terlaksananya 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Tersedianya Jasa 

Surat Menyurat

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Tersedianya Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan lainnya

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Indikator Sub 

Kegiatan

Jumlah hasil  

audit laporan 

kinerja

Jumlah Laporan 

Hasil Reviu 

Laporan Kinerja

Jumlah Laporan 

hasil Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan 

Hasil Reviu 

Laporan 

Keuangan

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Desa

Jumlah Dokumen Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

yang Ditangani

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Jumlah Rekomendasi 

Kebijakan Teknis di Bidang 

Pengawasan yang Disusun

Jumlah Perangkat 

Daerah yang Dilakukan 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Jumlah Perangkat 

Daerah yang dilakukan 

pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan 

dan Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang disediakan

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajaknya

Jumlah Mebel 

yang terpelihara

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang di  

peihara/direhabilita

si 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Definisi 

Operasional

Laporan Hasil 

Audit Kinerja  

adalah dokumen 

resmi yang 

disusun oleh APIP 

sebagai hasil 

proses audit 

kinerja yang 

dilaksanakan pada 

Irban IV

Laporan Hasil 

Reviu Kinerja  

adalah dokumen 

resmi yang 

disusun oleh APIP 

sebagai hasil 

proses reviu  

kinerja yang 

dilaksanakan pada 

Irban I

Laporan Hasil  

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah adalah 

dokumen resmi 

yang disusun oleh 

APIP sebagai 

hasil proses 

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah yang 

dilaksanakan pada 

Irban III

Laporan Hasil  

Reviu Laporan 

Keuanganadalah 

dokumen resmi 

yang disusun oleh 

APIP sebagai 

hasil proses Reviu 

Laporan 

Keuangan yang 

dilaksanakan pada 

Irban III

Laporan Hasil  

Pengawasan Desa 

adalah dokumen 

resmi yang 

disusun oleh APIP 

sebagai hasil 

proses 

Pengawasan Desa 

yang dilaksanakan 

pada Irban IV

Mengukur jumlah Berita 

Acara Pemutakhiran 

Tindak Lanjut  

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Laporan Hasil 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah  

adalah dokumen 

resmi yang 

disusun oleh APIP 

sebagai hasil 

proses 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah  

yang dilaksanakan 

pada Irban sus

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu  adalah 

dokumen resmi 

yang disusun oleh 

APIP sebagai 

hasil proses 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu  yang 

dilaksanakan pada 

Irban sus

Rekomendasi Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasanadalah hasil 

Sinkrosinsasi Program 

Pengawasan dengan 

Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah

Mengukur 

terlaksananya 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

meliputi

1. Pendampingan PD 

menuju WBK/WBBM

2. LHKASN

3. LHKPN

Mengukur Terlaksananya Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi meliputi :

1. Pemantauan dan pendampingan di 

Desa terkait aktivitas Desa Anti 

Korupsi

2. Monitoring atas penanganan 

benturan kepentingan, Whistle 

Blowing dan aduan masyarakat

3.  Pendampingan pemenuhan 

indikator MCSP

5. Saber Pungli

6. Kegiatan Survei Penilaian 

Integritas

7. Sosialiasi pencegahan korupsi 

Mengukur 

terlaksananya 

pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas 

meliputi :

1. Pendampingan 

penyusunan RTP 

Perangkat daerah;

2. valuasi Penilaian 

Risiko PD

Mengukur berapa 

jumlah ASN yang 

diberikan gaji dan 

tunjangan dalam 

satu tahun

Mengukur berapa 

jumlah dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN dalam 

satu tahun

Mengukur jumlah 

Dokumen 

Penatausahaan 

dan Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan dalam 

1 tahun

Mengukur Jumlah 

Pegawai yang 

Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Mengukur jumlah 

penyediaan 

Instalasi Listrik, 

dan alat alat l istrik 

kantor dalam satu 

tahun

Mengukur 

penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor seperti 

ATK, Kertas, dan 

Bahan komputer 

yang Disediakan

Mengukur 

penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaanyan

g Disediakan

Mengukur 

penyediaan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

(mamin tamu, 

rapat) yang 

Disediakan

Mengukur 

penyediaan 

layanan 

penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD

Mengukur Jumlah 

Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang disediakan

Mengukur 

jumlah/jenis 

mebel 

perkantoran yang 

disediakan oleh 

perangkat daerah 

dalam satu tahun

Mengukur Jumlah 

Unit Peralatan 

dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan

Mengukur Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya

Mengukur 

penyediaan jasa 

surat menyurat 

perangkat daerah 

dalam satu tahun 

seperti biaya 

pengiriman pos 

dan kelengkapan 

jasa lainnya

Mengukur hasil 

dari penyediaan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik 

perangkat daerah 

dalam satu tahun

Mengukur 

penyediaan  Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor (bahan 

kebersihan) yang 

Disediakan

Mengukur 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor (honor SS) 

yang Disediakan

Mengukur jumlah 

pemeliharaan 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

(BBM, Service, 

Suku cadang dan 

STNK)

Mengukur Jumlah 

pemeliharaan 

Mebel dalam satu 

tahun

Mengukur Jumlah 

pemelihraan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

(service komputer, 

printer,laptop )

Mengukur 

jumlahPemeliharaa

n/rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Mengukur Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

(2 Sirup, 2 RKA, 2 

Renja, 1 RTP, 2 

DPA, 2 Perjanjian 

Kinerja. Renstra)

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

(12 RFK, 12 SPj 

Amel, 4 Lap ev 

renja, LPPD, 

LKPJ,LKJIP,RKT, 

Pengukuran 

Kinerja)

Formulasi

Total laporan 

hasil  audit kinerja 

perangkat daerah

Total  Laporan 

Hasil Reviu 

Laporan Kinerja

Total Laporan 

Hasil Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

Total Hasil Reviu 

Laporan 

Keuangan

Total Hasil 

Pengawasan Desa

Total Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Tindak Lanjut 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Total Hasil 

Laporan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah 

yang Ditangani

Total Hasil 

Laporan 

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Total Rekomendasi hasil 

Sinkrosinsasi Program 

Pengawasan dengan 

Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah

Total Perangkat 

Daerah yang Dilakukan 

Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Total Kegiatan Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Total Perangkat 

Daerah yang dilakukan 

pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Total Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN dalam 

1 tahun

Total Dokumen 

Penatausahaan 

dan Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan dalam 

1 tahun

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

dalam satu tahun

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan dalam 

satu tahun

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD dalam satu 

tahun

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang disediakan 

dalam satu tahun

Jumlah Paket 

Mebel yang 

Disediakan dalam 

satu tahun

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya dalam 

satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik dalam 

satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan dalam 

satu tahun

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan dalam 

satu tahun

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Pajaknya

Jumlah Mebel 

yang terpelihara 

dalam satu tahun

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

dalam satu tahun

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang di  

peihara/direhabilita

si dalam satu tahun

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

yang disusun 

dalam satu tahun

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang disusun 

dalam satu tahun

Satuan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan Rekomendasi Perangkat Daerah Kegiatan Perangkat Daerah Orang Dokumen Dokumen Orang Paket Paket Paket Laporan Laporan Unit Unit Unit Unit Laporan Laporan Laporan Laporan Unit Unit Unit Unit Dokumen Laporan

Target

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  48

2. 2027 :  48

3. 2028 :  48

4. 2029 :  48

5. 2030 :  48

1. 2026 :  60

2. 2027 :  60

3. 2028 :  60

4. 2029 :  60

5. 2030 :  60

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  60

2. 2027 :  60

3. 2028 :  60

4. 2029 :  60

5. 2030 :  60

1. 2026 : 84 

2. 2027 :  84

3. 2028 :  84

4. 2029 :  84

5. 2030 :  84

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  13

2. 2027 :  14

3. 2028 :  15

4. 2029 :  16

5. 2030 :  17

1. 2026 :  1

2. 2027 :  1

3. 2028 :  1

4. 2029 :  1

5. 2030 :  1

1. 2026 :  49

2. 2027 :  50

3. 2028 :  51

4. 2029 :  52

5. 2030 :  53

1. 2026 :  8

2. 2027 :  10

3. 2028 :  12

4. 2029 :  14

5. 2030 :  16

1. 2026 :  46

2. 2027 :  46

3. 2028 :  46

4. 2029 :  46

5. 2030 :  46

1. 2026 :  58

2. 2027 :  58

3. 2028 :  58

4. 2029 :  58

5. 2030 :  58

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  58

2. 2027 :  58

3. 2028 :  58

4. 2029 :  58

5. 2030 :  58

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  0

2. 2027 :  4

3. 2028 :  4

4. 2029 :  4

5. 2030 :  4

1. 2026 :  17

2. 2027 :  17

3. 2028 :  17

4. 2029 :  17

5. 2030 :  17

1. 2026 :  35

2. 2027 : 35 

3. 2028 : 35 

4. 2029 :  35

5. 2030 :  35

1. 2026 :  9

2. 2027 :  9

3. 2028 :  9

4. 2029 :  9

5. 2030 :  9

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  12

2. 2027 :  12

3. 2028 :  12

4. 2029 :  12

5. 2030 :  12

1. 2026 :  15

2. 2027 :  15

3. 2028 :  19

4. 2029 :  23

5. 2030 :  27

1. 2026 :  30

2. 2027 :  30

3. 2028 :  30

4. 2029 :  30

5. 2030 :  30

1. 2026 :  30

2. 2027 :  30

3. 2028 :  30

4. 2029 :  30

5. 2030 :  30

1. 2026 :  2

2. 2027 :  2

3. 2028 :  2

4. 2029 :  2

5. 2030 :  2

1. 2026 :  13

2. 2027 :  13

3. 2028 :  13

4. 2029 :  13

5. 2030 :  13

1. 2026 :  33

2. 2027 :  33

3. 2028 :  33

4. 2029 :  33

5. 2030 :  33

Unit 

Kerja/Pelaksana
Irban IV Irban I Irban III Irban III Irban IV Subag Evalap Irbansus Irbansus Irban I Irban II Irban II Irban II Subbag RenKeu Subbag RenKeu Subag RenKeu Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Umpeg Subbag Renkkeu Subbag Renkeu

1. 2026 :  61 

2. 2027 :  65 

3. 2028 :  65   

4. 2029 :  65  

5. 2030 :  65    

Unit

Jumlah Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ESELON II

ESELON II

ESELON III/DALNIS

ESELON IV/KETUA 

TIM

STAF/PELAKSANA

/ANGGOTA TIM

CASCADING ISNPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025-2029

Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman. 

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektiv itas antar wilayah yang merata guna mendukung aktiv itas ekonomi dan layanan publik 

“Temanggung Untuk Semua”, Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Insklusif dan Aman

Misi ke 5 : Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif 

BUPATI

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Mengukur Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (dihitung dari rata-rata capaian kegiatan)

1. Jumlah indikator kegiatan yang mencapai 100% dibagi jumlah indikator kegiatan seluruhnya dikali 100%

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Angka

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. 2026 :  46

2. 2027 :  46

3. 2028 :  46  

4. 2029 :  46  

5. 2030 :  46

Laporan dan Dokumen

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dipelihara

Mengukur proses dan hasil penyusunan 

dokumen perencanaan, dan evaluasi 

perangkat daerah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku

Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan 

evaluasi yang disusun dalam satu tahun

Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang 

dilakukan pemeliharaan

Jumlah total unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang 

dilakukan pemeliharaan

1. 2026 :  48 

2. 2027 :  48 

3. 2028 :  48   

4. 2029 :  48  

5. 2030 :  48    

Laporan

1. 2026 :  81 

2. 2027 :  81

3. 2028 :  85  

4. 2029 :  89  

5. 2030 :  93    

Unit

1. 2026 :  58 Orang/Bulan dan 24 Dokumen

2. 2027 :  58 Orang/Bulan dan 24 Dokumen

3. 2028 :  58 Orang/Bulan dan 24 Dokumen

4. 2029 :  58 Orang/Bulan dan 24 Dokumen

5. 2030 :  58 Orang/Bulan dan 24 Dokumen

Orang/Bulan dan Dokumen

1. 2026 :  24 Laporan dan 36 Paket 

2. 2027 :  24 Laporan dan 36 Paket   

3. 2028 :  24 Laporan dan 36 Paket   

4. 2029 :  24 Laporan dan 36 Paket  

5. 2030 :  24 Laporan dan 36 Paket 

Laporan dan Paket

Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah  yang disusun dalam satu tahunTotal dari seluruh jenis dokumen administrasi keuangan yang 

dihasilkan

Mengukur jumlah laporan hasil pengawasan yang direncanakan dalam PKPT pada Tahun N

Total Jumlah Laporan hasil pengawasan pada Tahun N (Irban, I,II,III,IV dan Irbansus)

Laporan

1. 2026 : 328

2. 2027 : 328

3. 2028 : 328

4. 2029 : 328

5. 2030 : 328

1. 2026 :  95 PD dan 8 Kegiatan

2. 2027 :  96 PD dan 10 Kegiaatan

3. 2028 :  97 PD dan 12 Kegiaatan

4. 2029 :  98 PD dan 14 Kegiaatan

5. 2030 :  99 PD dan 16 Kegiaatan

Mengukur layanan administrasi umum perangkat daerah  

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah : mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah : hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Temanggung atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah : Nilai rata-rata IKM dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah/organisasi penyelenggara pelayanan publik

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah : Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Angka

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah : 2026 : 81,00, 2027:82,00, 2028:83,00. 2029:84,00 2030:85,00

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah : 2026 : 79,0, 2027:80,0, 2028:80,1. 2029:80,2 2030:80,3

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Level Kapabilitas APIP adalah angka yang dihasilkan dari Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP 

Bobot dari komponen penilaian Kapabilitas APIP

Angka

1. 2026 : 3,003

2. 2027 : 3,006

3. 2028 : 3,009

4. 2029 : 3,012

5. 2030 : 3,015

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah angka yang dihasilkan oleh BPKP 

Bobot dari komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Angka

1. 2026 : 3,003

2. 2027 : 3,006

3. 2028 : 3,009

4. 2029 : 3,012

5. 2030 : 3,015

Nilai Kapabilitas APIP Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah angka yang dihasilkan dari evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP  atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung 

Hasil bobot dari penetapan tujuan, struktur proses dan pencapaian tujuan

Angka

1. 2026 : 3,125

2. 2027 : 3,15

3. 2028 : 3,2

4. 2029 : 3,25

5. 2030 : 3,3

Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP)

Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

Mengukur seberapa besar ketercapaian 

kegiatan penyelesaian pengawasan 

dengan tujuan tertentu

Jumlah Laporan Hasil pengawasan 

dengan tujuan tertentu yang 

ditindaklanjuti dibagi Jumlah Laporan 

Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 

dikali 100%

Persen (%)

1. 2026 : 100%

2. 2027 : 100%

3. 2028 : 100%

4. 2029 : 100%

5. 2030 : 100%

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPenyelenggaraan Pengawasan Dengan 

Tujuan tertentu
 Pendampingan dan Asistensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT ) yang efektif dan efisien

Meningkatnya pelaksanaan 

Penyelenggaraan pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian

Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, 

III,IV, Khusus)

Presentase penyelesaian Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu

1. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Mengukur seberapa besar ketercapaian pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan dibandingkan 

dengan yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban I, II, III IV dan 

irbansus

(Jumlah realisasi laporan hasil pengawasan dibagi jumlah rencana pengawasan pada PKPT dikali 100%) di 

Tahun N

Persen (%)

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Audit Kinerja, Reviu laporan Kinerja, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu 

Laporan Keuangan dan Pengawasan Desa

Terlaksananya Pengawasan Dengan 

Tujuan tertentu

Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

efektif dan efisien

Perangkta daerah dan Kegiatan

Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat 

daerah setiap tahun
Mengukur Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi

Total perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki 

nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki 

nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah

Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan 

daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah

Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang 

disusun


